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Abstract:

Modern financial transactions are increasingly complex and some of them are new things
that did not exist in the past. The existing contracts in figh are not able to accommodate
these transactions so that scholars try to combine several contracts for one transaction. The
combination of these contracts gave birth to multiple contracts. By analyzing the opinions of
scholars, it is found that the multi-contract law is debated among scholars. The majority of
scholars view it as a justified innovation but some other scholars forbid it based on the
hadith of the Prophet. This difference in scholars has an impact on the permissibility of
using these multi-contracts in modern transaction activities.
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Abstrak:

Transaksi keuangan modern semakin kompleks dan sebagiannya merupakan hal baru yang
tidak ada di zaman dulu. Akad-akad yang ada dalam fikih tidak mampu mewadahi
transaksi tersebut sehingga ulama berupaya melakukan kombinasi beberapa akad untuk
satu transaksi. Kombinasi akad tersebut melahirkan multi akad. Dengan menganalisis
pendapat ulama ditemukan bahwa hukum multi akad diperdebatkan di kalangan ulama.
Mayoritas ulama memandangnya sebagai inovasi yang dibenarkan namun sebagian ulama
lainnya mengharamkan berdasarkan hadis Nabi. Perbedaan ulama ini berdampak pada
kebolehan penggunaan multi akad tersebut dalam kegiatan transaksi modern.
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A.PENDAHULUAN

Ekonomi dan transaksi bisnis semakin kompleks dan beragam. Akad-akad
yang dijadikan dasar kegiatan transaksi tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk
transaksi tersebut. Beberapa contoh transaksi modern seperti kartu kredit dan leasing
yang sudah lama digunakan. Akad yang ada dalam fikih Islam tidak mampu
mewadahi transaksi tersebut sementara kebutuhan transaksi tersebut yang sesuai
dengan syariah ditunggu masyarakat. Jalan solusi yang dilakukan menggunakan
beberapa akad untuk transaksi tersebut. Akad kafalah, ijarah, dan qardh digabungkan
untuk transaksi kartu kredit. Ketiga akad tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri
karena satu dengan lainnya saling berkaitan.? Bentuk akad seperti ini dalam kajian
fikih muamalah kontemporer dikenal dengan istilah al-"uqiid al-murakkabah atau ijtima’
al-"uqiid al-muta’addidah fi shafagat wihidah (terhimpunya beberapa bentuk akad dalam
satu transaksi).

Tujuan dari penggabungan akad (multi akad) tersebut menjadi model alternatif
transaksi bisnis kontemporer untuk melepaskan diri dari sistem ribawi atau unsur-
unsur bisnis lain yang bertentangan dengan syariah Islam (hukum Islam). Sebagai
hasil dari kreatifitas intelektual (ijtihad) kontemporer, keberadaan multi akad ini tidak
lepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih (pakar hukum Islam).
Perbedaan pendapat itu berawal dari adanya beberapa hadis yang melarangnya.
“Rasulullah melarang dua akad dalam satu akad” (HR. Ahmad).? Hadis lain
menetapkan larangan dua jual beli dalam satu jual beli.*

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut.> Sebagian ulama
menafsirkan hadis tersebut untuk konteks jual beli dan tidak yang lain.* Pemahaman
tentang multi akad tersebut juga beragam.” Akibat perbedaan tersebut berpengaruh
terhadap status hukum akad penggabungan. Sebagian ulama seperti Al-Imrani
membenarkan multi akad tersebut dengan beberapa ketentuan.® Ulama Zhahiriyah
melarangnya. Ulama kontemporer pada umumnya membolehkan karena kebutuhan.
Persoalannya apakah kebolehan itu berlaku untuk semua model multi akad.
Bagaimana hadis larangan multi akad dipahami ulama.

2 Muhammad Ibn Ali al-Qary, al-‘Uqitd al-Mustajadah: Dhawdbithuha wa Namazdiju minhd, dalam
Majallah Majma' al-Figh al-Islami, (Jedah: Majma' al-Figh al-Islami, 1997), vol X, no 2, hal. 529

3 Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 1, (Beirut: Dar Thya” al-Turats al-"Arabi, 1414
H), cet. ke-3, hal. 198; Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, Nail al-Authdr, j. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyabh, tt.), hal. 152

4 Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 3, hal. 246; dan Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa
bin Tsaurah al-Turmudzi, Sunan al-Turmiidzi, j. 3, (Mesir: Dar al-Qahirah, tt.), hal. 524

5 Nazth Hammad, Qadhayi Fighiyah Mu'dshirah fi al-Mal wa al-Igtishidd, (Damsyiq: Dar al-Qalam,
2001), hal. 173 - 180.

¢ Nazih Hammad, Qadhdya Fighiyah Mu'dshirah, hal. 181 — 182

7 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, al-‘Ugiid al Maliyah al-Murakkabah: Dirdsah
Fighiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbigiyyah, (Riyadh: Eshbelia, 1783), hal. 47 — 52

8 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imrani, al-‘Ugiid al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 179 —
188
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B. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan sumber penelitian
adalah karya ilmiah berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dengan tema
penelitian. Namun, teknik deskriptif kualitatif diterapkan dalam kasus ini. Ini adalah
strategi ilmiah yang mengungkapkan kondisi sosial tertentu dengan secara tepat
menggambarkan kenyataan dalam kata-kata, dikembangkan berdasarkan prosedur
analisis data yang sesuai, dan berasal dari skenario ilmiah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Multi Akad

Multi diartikan banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan berlipat ganda.’ Multi
akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multi akad (al-
‘ugiid al-murakkabah) artinya akad-akad yang terhimpun.'® Multi akad dimaknai
himpunan beberapa akad menjadi satu nama seperti kartu kredit yang memuat akad
kafalah, akad ijdrah, akad gardh. Nazih Hammad mengartikan multi akad sebagai
kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad
atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah,
sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah-- sehingga semua akibat hukum
akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang
ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.!!

Adapun Al-Imrani mengartikannya sebagai himpunan beberapa akad
kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara
timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang
sebagai akibat hukum dari satu akad."

Selain istilah akad murakkab (multi akad), ada beberapa istilah lain yang
memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan. Istilah-istilah itu antara lain al-"ugiid al-
mujtami’ah, al-"uqiid al-muta’addidah, al-"uqild al-mutakarrirah, al-"uqiid al-mutaddkhilah, al-
‘ugild al-mukhtalithah.

a. Al-ijtima’; kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari
terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi
satu bagian adalah arti dari kata ijtima’.’* Dengan begitu al-"uqiid al-mujtami’ah
berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.!

° Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hal. 671

10 Al-Tahanawi, Kasysyif Ishthildhdt al-Funiin, (Beirut: Dar Shadir, tt.), J. 2, hal. 534. Muhammad, al-
Mujid al-Din ibn Ya’'qfib al-FairGz Abadi, Al-Qdmiis al-Muhith, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407 H, hal.
117

11 Nazth Hammad, Al-"uqiid al-Murakkabah fi al-Figh al-Islimy, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), cet.
ke-1, hal. 7

12 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imrani, Al-"uqfid al-Méliyah al-Murakkabah, hal. 46

13 Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur, Lisdn al-’Arab, Libanon: Dar
Shadir Beirut, tt., J. 8, hal. 53. Muhammad al-Mujid al-Din ibn Ya’'q{b al-Fair(iz Abadi, Al-Qdmiis al-
Muhith, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407 H, hal. 917

4 Al-Imrani, Al-"uqitd al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 47
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b. Al-Ta’addud. Kata ta'addud berarti berbilang dan bertambah.® Ta’addud dalam

terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga,
objek, atau sejenisnya.'®

. Al-tikrar. Al-tikrdr berarti berulang.”” Kata ini digunakan untuk menunjukkan

adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara
terminologi Al-tikrdr diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah
dilakukan. Dalam hal akad Al-tikrir berarti mengulangi akad yang telah
dilakukan sebelumnya.'® Bedanya dengan murakkab dalam akad, kalau Al-tikrdr
meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk
istilah ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa
transaksi. Sedangkan dalam murakkab yang terjadi adalah terhimpunnya dua
akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi.

Al-tadakhul. Al-taddkhul secara bahasa berarti masuk (al-wulilj), masuknya
sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan dan saling
meliputi. Al-taddkhul juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang
lain. Arti terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian
pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena
mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa
bagian atau suatu yang utuh.

Al-Ikhtilath. Kata ini memiliki makna yang sama dengan al-jam’u. Al-Ikhtilith
berarti terhimpun, terkumpul, insert (tadikhul), dan melebur. Seperti contoh
seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur
atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu
sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-
barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan
dengan hewan yang lain.

2. Sebab-sebab Kemunculan Multi Akad

a.

b.

Ada beberapa alasan dan sebab munculnya praktik multi akad ini, antara lain:

Hilah hukum dan menghindari praktik yang diharamkan sehingga hilah ini
menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi tertentu. Transaksi yang
mengandung jahalah dan riba jelas diharamkan oleh syariat. Dengan
melakukan kilah, transaksi seperti ini terkesan menjadi halal.

Hilah administratif, dengan menghimpun dua atau beberapa akad dalam
rangka menghindar dari keharusan membayar jaminan tertentu, pajak, ganti
rugi, dan sebagainya.

380

15 Jbonu Mandzur, Lisdn al-’Arab, ]. 3, hal. 282. lihat juga al-Fairuz Abadi, Al-Qdmils al-Muhith, hal.

16 Al-‘Imrani, Al-"uqitd al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 49
7 Ibnu Mandzur, Lisdn al-’Arab, J. 5, hal. 135. al-Fairuz Abadi, Al-Qdmiis al-Muhith, hal. 603
18 Al-‘Imrani, Al-"uqitd al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 50
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c.  Menciptakan solusi hukum (makhraj syar'i) untuk menghindar dari transaksi
yang dilarang.

d. Rekayasa harga melalui multi akad agar mendapatkan keuntungan besar atau
memperkecil kerugian.

e. Memperolah (pinjaman) uang.

f.  Mengurangi resiko dan memperoleh jaminan atas modal atau bagian dari
modal.

g. Promosi dan pemasaran produk. Melalui "jaringan" berbagai transaksi sehingga
produk yang tidak disukai terjual karena keterkaitannya dengan produk yang
lain, sementara produk lain itulah yang disukai; atau sebaliknya, yaitu
pembelian produk pertama hanya sebagai jalan mendapatkan produk yang
diinginkan.

h.  Memperoleh jaminan atas pembelian produk oleh nasabah.
i. Menyederhanakan beban.!

Jika diamati, sebab-sebab multi akad di atas terbagi dalam dua kategori;
kategori yang dibenarkan oleh syariat dan dilarang. Fiksi legal (hilah) untuk
menghindari sesuatu yang haram adalah contoh yang diharamkan secara syar’i.
Namun contoh alternative solusi yang sesuai syariat (makhraj syar'i) adalah contoh
sebab yang dapat dibernarkan.

Subhi Mahmashani menegaskan bahwa sebenarnya dalam gqardh tidak ada
imbalan. Karena itu setiap tindakan hilah untuk mendapatkan imbalan tidak sesuai
syar’i dilarang seperti ba’i ‘inah. Sedangkan hilah yang dibolehkan adalah yang tidak
melanggar syariat, contohnya mugridh meminjamkan kepada mugqtaridh, kemudian
mugqtaridh menjual barang kepada mugqridh dengan harga lebih murah, atau mugqridh
menjual barang kepada mugqtaridh dengan harga lebih tinggi. Hilah demikian
dibenarkan menurut kalangan Hanafiyah dan sebagian Syafi’iyah.?

3. Macam-macam Multi Akad
Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu:
a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (al-"ugiid al-mutaqadbilah)

Taqdbul menurut bahasa berarti berhadapan.?! Sesuatu dikatakan berhadapan
jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud
dengan al-"ugiid al-Mutaqdbilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon
akad pertama,” di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya

19 Al-‘Imrani, Al-"uqitd al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 54 — 55

20 Subhi Mahmashani, Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1961), cet. ke-3,
hal. 222; Lihat pula Noel J. Coulson, Islamic Jurisprudence, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969),
hal. 87 - 91

21 Tbnu Mandzur, Lisdn al-°Arab, J. 11, hal. 537. al-Fairuz Abadi, Al-Qdmils al-Muhith, hal. 1350

22 Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra, j. 4, (Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H), cet. ke-1, hal.
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akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung
dengan akad lainnya. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad
bersyarat (isytirith ‘aqd bi ‘aqd).?

b. Akad Terkumpul (al-"uqiid al-mujtami’ah)

Al-"ugiid al-mujtami’ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua
atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini
kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan
harga lima ratus ribu".

Multi akad yang mujtami’ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad
yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan
satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek
dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu
objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (al-‘ugiid al-mutandqidhah wa al-mutadhddah wa al-
mutandfiyah)

Ketiga istilah al-mutandgidhah, al-mutadhddah, al-mutandfiyah memiliki kesamaan
bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini
mengandung implikasi yang berbeda.

Mutandgidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang
berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama.
Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah.
Perkataan orang ini disebut mutandgidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutandqidhah
karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan
mematahkan.

d. Akad berbeda (al-"ugiid al-mukhtalifah)

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua
akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad
itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa,
dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli
sebaliknya. Contoh lain, akad ijirah dan salam. Dalam salam, harga salam harus
diserahkan pada saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam ijirah, harga sewa tidak
harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang mutandqidhah,
mutadhddah, dan mutandfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun
kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun
dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat.
Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling
meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

126
2 Al'lmrani, Al-"uqild al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 57
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e. Akad sejenis (al-"uqiid al-mutajdinisah)

Al-"ugiid al-murakkabah al-mutajinisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun
dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya.
Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad
jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad
jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau
berbeda.

4. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-
akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara jelas
dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-
sendiri, maka baik akad bai” maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi
dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu
(tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat
dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang
membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika
akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah
diutarakan oleh al-Syatiby, menurutnya:

24 3) ) s 5583V alSal i1 pls o Laaadl o) Cije g il (g o) Y
Artinya: Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak

hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-
sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan
hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad
yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini
adalah boleh dan hukum dari multi akad digiyaskan dengan hukum akad yang
membangunnya (s3a) e ¢ sexall (W), Artinya setiap muamalat yang menghimpun
beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.
Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung
multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-
nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum
pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang
mengandung multi akad.?

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama
berkaitan dengan hukum asalnya. Yang dimaksud hukum asal di sini adalah kaidah,
seperti dalam ungkapan al-ashlu fi mu’dmalah al-ibdhah (hukum asal dari muamalah

24 Abu Ishaq Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah, j.3. (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hal. 144 —
146.
% Nazth Hammad, al-"Ugiid al-Murakkabah, hal. 11 — 12.
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adalah boleh). Penggunaan kata ushill, ulama secara berbeda menerapkannya dalam
beberapa istilah, seperti al-ashlu fi al-’uqiid wa al-syuriith yang digunakan oleh Ibnu
Taimiyah dalam kitabnya al-Qawdid al-Nilrdniyyah al-Fighiyyah dan Ibn Qayyim al-
Jauziyyah dalam kitabnya I'lim al-Muwaqqi’in. Kaidah al-Ashlu fi al-'uqiid wa al-
Mu’dmaldt digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya I'ldm al-
Muwaqqi'in.?6 Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan
atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua
pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama
Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan
menurut syariat Islam. Dari kalangan Hanafiyah, kebolehan multi akad ini dapat
ditelusuri dari pendapat para ulamanya, seperti yang dijelaskan oleh al-Zila'ly dalam
kitabnya Tabyin al-Haqdiq, bahwa hukum asal dari jual beli haram itu tidak ada
dasarnya, yang benar adalah hukum asal dari jual beli adalah halal. Keharaman itu
diakui apabila ada dasar dari dalil yang mengharamkannya, karena pada dasarnya
harta diciptakan untuk dikelola dan didayagunakan, karenanya segala kegiatan yang
berkaitan dengan upaya menghasilkannya atau mengembangkannya diperbolehkan
selama tidak dilarang oleh dalil. Pendapat yang sama diungkapkan oleh al-Jashash
dalam kitabnya Nujaim Ahkam al-Quran, Ibn Humam dalam kitabnya Fath al-Qadir,
dan Ibn Najim dalam kitabnya al-Asybih wa al-Nazhdir. Bagi yang membolehkan
beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan
dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau
membatalkannya.?”

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah
boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang
diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.?

Hukum asal dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad,
selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya
boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka
dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang
diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian
atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan
menjalankan perjanjian yang telah disepakati.?’

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari
akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.®
Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum
dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah

2 Al'Imrani, Al-"uqiid al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 69.

27 Al-‘Imrani, Al-"ugiid al-Miliyah al-Murakkabah, hal. 69

2 Jbn Taimiyah, Jdmi’ al-Rasdil, j. 2, hal. 317 Bunyi lengkap pernyataan Ibnu Taimiyah sebagai
berikut 4c 5 L ¥ 50 Y5 4 ajn e Yol ja D alsee 5 4l o jn Lo Y Lgie ajny Y 45 Led Jua¥ld Liall 3 o lalaall Lal

» Nazih Hammad, al-"Ugiid al-Murakkabah fi al-Figh al-Isldmy, hal. 8

% Tbn Qayyim al-Jauziyyah, I'ldm al-Muwaqqi'in ‘an Rab al-‘Alamin, j.1, (Kairo: Maktabah Ibn
Taimiyyabh, tt.), hal. 344.
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menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram
harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan
yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh
menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.!

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan
muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta’abbud) apa
yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal
dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya
(iltifat ila ma’dny). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan
atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar
kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip
dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta’abbud).®

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan
multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat
1 yang artinya:

ey 450 50 5

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”. (QS. Al-
Maidah : 1)

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (‘ugild). Dalam ayat ini Allah
memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini
disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip
semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.
Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi
akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk
dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan
berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat
menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (kafdlah),
sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.®

Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al-
Nisa” ayat 29 yang menyebutkan:

iz a5 o 593 6 &6 o ) Jlallly 28 28050 1,6 Y 50 fall @i

“Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak
benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela di antara kalian”. (QS. Al-Nisa’:
29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka
sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh
sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang
didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak

31 Ibn al-Qayyim, I'ldm al-Muwagqqi’in, j. 1, hal. 383

2 Al-Syatiby, al-Muwifaqat, j. 1, hal. 284

3 Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, Ahkdm al-Qur’an, j. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), cet. ke-1, hal.
418
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mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang
diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan
bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yeng
menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-
Bagarah ayat 275 yang menjelaskan:

B3l a5a s gl 0 Jals
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Bagarah : 275)

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang
telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi
kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad,
syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam
bidang ini berlaku kaidah umum al-ashlu fi al-mu’dmalah al-ibdhah atau al-‘ddah
muhakkamah. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh
kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya.**

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya
keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang
dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan
keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang
menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad.
Pendapat Dhahiriyah ini dapat ditelusuri dari beberapa literature, antara lain dari
kitab al-Muhalla karya Ibn Hazm. Pada jilid 56 hal 15 dinyatakan “Ayat-ayat ini adalah
bukti nyata batalnya setiap janji, akad, perikatan, dan syarat karena tidak ada perintah
dalam Al-Qur’an atau tidak ada nash yang membolehkannya. Setiap akad dan janji
adalah syarat dan setiap yang mengandung unsur syarat hukumnya sama, tidak
boleh”. Di bagian lain disebutkan “Ketika bukti telah nyata atas segala yang telah
disebutkan (multi akad —red), maka setiap akad, janji, nadzar, dan syarat yang telah
berlaku bagi seseorang wajib dibatalkan dan digugurkan, tidak bisa berlaku dari apa
yang disebutkan tadi kecuali ada dalil yang membolehkannya”. Ulama lain Ibn
Taimiyyah dalam al-Qawdid al-Niirdniyyah al-Fighiyyah, al-Zarkasyi dalam al-Mantsiir,
al-Suyftthi dalam al-Asybdh wa al-Nazhdir. Dalam kitabnya al-Qawdid al-Nirdniyyah al-
Fighiyyah, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa “Pendapat ini (mengharamkan multi
akad) adalah pendapat ulama Dhahiriyah, dan sebagian dari ulama ushul dari
kalangan mazhab Hanafiyah mendasarkan pendapatnya atas pendapat Dhahiry ini”.
Padahal dalam kenyataannya Abu Hanifah justru berbeda dengan pendapat
Dhahiriyah. Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya mengatakan bahwa hukum asal
dari sesuatu adalah boleh. Menurut kalangan Dhahiriyah hukum asal dari akad adalah

% Ahmad ibn Taimiyah, al-Qawd’id al-Niirdniyyah al-Fighiyyah, j.1, (Kairo: Mathabi' al-
Muhammadiyah, 1370 H), hal. 222.
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dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.*

Kalangan Dhahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan
apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam
nash-nash agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam
agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti
dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229:

Gsaldal 2h sl a0 3504 5 o

“Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang
dhalim”. (QS. Al-Baqarah : 229)

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan
melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah
menyempurnakan turunnya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat
al-Maidah ayat 3:

et 53 Aiaada 8 Shalal ab U S 18 Sy s e Eunddly i A &0&T il
Bm5 s A L oY
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu”. (QS. Al-Maidah : 3)

Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan
bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya
oleh agama.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyah ini adalah hadis Nabi
Muhammad yang mengatakan:
oof oud L e OIS Le S QS (G uad U 58 05 il ol Jube 1 palia () e Alile 00
30l ol 53) (5551 ) Jay 5 3 ) I Lo 3t Ra S (5 Jaly 5 s e ) S
“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak
terdapat dalam al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur’an hukumnya batal,

meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (HR.
Muslim)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai
dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang
dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.?”

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini
dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi
perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah
kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh

% Al-Imrani, Al-"uqiid al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 70

% Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, j.2, (Kairo: Dar al-Hadsis,
1993), hal. 713 — 714, hadis nomor 1504; Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al- Bukhary, Matn al-
Bukhiri bi-Hasyiyyah al-Sindi, j. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 147, hadis nomor 2735, dan juz 1 hadis
nomor 456, halaman 110.

% Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, al-Muhalla, j.5, (Kairo: Dar al-Turats, tt.),
hal. 15
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pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara
sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia
untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam
kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi
hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas,
bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad
yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi
umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi
yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya.
“Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia”, kata Nabi.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang
bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama
akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad
mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik
muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi
dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi
baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan
perkembangan ilmu dan teknologi.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad
merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan®*selama
mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah
sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan
bermanfaat bagi manusia.®

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode mugdranah dan
tarjih bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman
dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa
pertimbangan:

a. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan
kejelasan makna yang dikandungnya.

b. Kesesuaian dengan tujuan syariah (magdshid syari’ah), yaitu adanya
kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi
peluang inovasi.

c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan
transaksi dan akad-akad modern.#

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad
adalah boleh dan hukum multi akad digiyaskan dengan hukum akad-akad yang
membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang

3 Ibn Qudamah, al-Mughni, j.6 (Kaior: Dar al-Hadis, 2004), hal. 332.
% Ahmad ibn Taimiyah, Nazhariyah al-’Aqd, (Mesir: al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), hal. 227
4 Al-Imrani, Al-"ugiid al-Maliyah al-Murakkabah, hal. 74 - 75.
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membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan
yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar
tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan
sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi
akad yang tidak boleh dilewati.

D. KESIMPULAN

Multi akad mewadahi beberapa akad dalam satu transaksi dan memiliki dampak
satu. Multi akad digunakan untuk menjawab kompleksitas transaksi yang sebelumnya
tidak ditemukan dalam tradisi fikih klasik. Multi akad dapat berwujud dalam bentuk
akad bergantung/akad bersyarat (al-'uqild al-mutaqdbilah), akad terkumpul (al-"ugid al-
mujtami’ah), akad berlawanan (al-'ugild al-mutandqidhah wa al-mutadhidah wa al-
mutanifiyah), akad berbeda (al-'uqiid al-mukhtalifah), dan akad sejenis (al-ugiid al-
mutajinisah).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum multi akad. Mayoritas ulama
berpendapat hukumnya boleh karena pada dasarnya fikih muamalah adalah boleh
kecuali yang dilarang. Kalangan Zhahiriyah berpendapat hukumnya haram
berdasarkan hadis Nabi. Hukum multi akad dengan akad-akad dasar yang
membangun akad belum tentu sama. Hukum akad-akad dasarnya bisa jadi halal
namun ketika menjadi multi akad menjadi haram.
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